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ABSTRAK

Guna  membantu  meningkatan  perekonomian rakyat, pemerintah  telah
mengeluarkan suatu kebijakan dalam bal pemberian kredil kepada penpusahs keeil dan
koperasi, sehagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No KEP-
236/MBU2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan wsaha kecil dan Program
Bina Lingkongan serta Keputusan Direksi PT. (Persero) Pelabulizn Indonesia |
No KIUL65/32HP1-03 tentang Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sehagai tindak lanjut
dari keputusan terscbut PT. (Persero} Pelabuhan Indonesia | merupakan Badan Usaha
Milik Negara {BUMN) yang ada di Indonesia yang ikut serta dalam proses pemberian
pinjaman atau kredit kepada pengusaha kecil dan koperast dengan maksud dan tujuan
Lirunva dapat meningkatkan dan mengembangkan perekonomian pasional. (Oleh karena
itu dalam pembenan kredit oleh PT, (Persera) Pelabuban Indonesia 1 terdapal beberapa
permasalahan vaitu © (1) Bagaimanakah prosedur pepanjian kredit kepada pengusaha
keeil dan koperasi oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia [ Cabang Selatpanjang. (2)
Bagaimanakzh pelaksanaan terhadap penenmaan kredit oleh PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia | Cabang Selatpanjang, (3) Bagaimanakah vpaya hukum yaog dilakukan oleh
PT. (Persero} Pelabuban Indenesia 1 Cabang Selstpanjang lerhadap penpusaha keeil dan
koperasi vang melakukan wanprestasi atau cidera janji. Berdasarkan permasalahan diatas,
penulis melakekan  penelitian dengan metode pendekatan vundis sosiologis vaiiu
pendekatan masalah dengan melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan vang
terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyatasn vang tegjadi
dilapangan. Berdasarkan hasi] penelitian bahwa prosedur peganjian kredit sudah sesuai
dengan keputusan vang dikeluarkan oleh PT. (Persera) Pelabuhan [ndonesia 1 didabulu
dengan penyampaian permohonan atan proposal, penelitian administrast, penclitian
lapangan dan setelah semua proses selesai baru penyaluran dana kepada penpusaha kecil
dan koperasi, pelaksanaan techadap penerimaan keedit antara PT. (Persero) Pelabuhan
[ndonesia | Cabang Selatpanjang dengan pengusaha kecil dan keperasi adalah dengan
jaminan yang diserahkan oleh mitra binaan beserta buktl pendukung yang berkaitan
dengan surat perjanjian, surat kussa membebankan hak tangeungan, akia pengakuan
hutang, akta kuasa untuk menjual vang dilegalisit oleh notanis. Penyalwran dana
dilaksanakan setelah mendapat pesetujuan dari direksi dan upaya hukum yang dilakukan
terhadap pengusaha kecil dan koperasi yang melakukan wanprestasi atau cidera janji
adalah dengan menverabkan penpurusan penyelesaian wnggakan ke Kantor Pengurusan
Fiutang dan Lelang Megara (KPZLN), tapi dalaro praktek tidak ada satupun dari debitur
vang melakukan wanprestasi. Berdasarkan vraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pelaksanaan perjanjian kredit terhadap keberhasilan program  kemilraan dan bina
lingkungan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia T Cabang Selatpanjang telah berjalan
dengan baik sesuai denpgan prosedur yang ada.



BAR

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan  salah  sany negara - vang  tingkat  pertumbuhan
penduduknya relatif besar di dunia. Kondisi ini membawa implikasi pada kehidupan
sosial, ckonomi, politik dan budaya. Melihat kondisi tersehut maka tugas dan
tantangan yamyg dihadapi oleh bangsa Indonesia sangat berat terlebib lagi dalam era
plobalisasi ckonomi dimana menuntet kit bangsa Indonesia harus bekerja Keras
dalam usaha meningkatkan perckonomian, tarsl bidup dan kessjahtersan seluruh
masvarakat.

Guna meningkatkan perekonomian rakval, pemerintab teloh mengeluarkan
suatu kebijaksanaan dalam hal pemberian kredit kepada pengusaba kecil dan Loperasi
dengan  harapan  dapat  meningkatkan Kescjahternannyva  untuk Mengurang;
Kesenjangan antars penzusaha besar dengan pengusaha keeil, Kebijaksanaan tersehut
diperkuat dengan keluarmnya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
KEP-236/MBLV2003, tertangeal 17 Juni 2003 Tentang Program Kemiteaan Badan
Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan scrta
Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuban Indonesia | Mo KU.65/3/22/P 1-03
tertangpal 11 April 2003 tentang Kemitraan dan Bina Lingkungan,

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia 1 salah satu Badan Ussha Milik Negara

(BUMN} di Indonesia turut menentukan pembinaan dan pemberian pinjaman Junak



T

kepada penpusaha kecil dan koperasi | sebapai implementasi Keputuson Menten
Negara BUMN tersebut di atas. Sejalan dengan hal tersebut PT. (Persero) Pelabulon
Indonesia | mendatangi parz pengusaha kecil dan koperasi dan memberikan
sostalisasi kepada beberapa pengusaha kecil dan koperasi tentanpg  program
pemerintah membantu penpusaha kecil dan koperasi melalul program kemilrusn
dengan BUMN,

Peganjian pemberian kredit modal usaha oleh PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia | denpan pengusaha kecil dan koperasi maka akan menimbulkan hak dan
kewajiban pada kedua belah pihak. Setiap debitur mempunyai  kewajiban
menyerahkan peestasi kepada kreditur, oleh karena it debitur mempunyai kewajiban
untuk membayar utapg, disamping itu debitur mempunyva: kewajiban vang lain yaitu
berkewajiban untuk memberikan harta kekavaan untuk diambil kreditur sebanyvak
hutang debitur gena pelunasan hutang t2dh apabila debitur tidak memenuhi kewajiban
membayar hulangnya, maka Kreditur mempunyvai hak menagih kekayaan debitur
sehesar piutang pada debitur Setiap pikak vane memiliki kewajiban jupa demi
hukum bertanggungiawab dengan seluruh harta kekayaan atas pemenuhan kewajiban
tersebut kepada kreditur (Pasal 1131 BW)'

Ada beberapa passl dudalam KUH Perdata (Buegerfiik Wetboek) yang

mengatur tentang kewajiban orang yang meminjam dan meminjamkan

' Muriam Darue Bedrulzaman, Perfonjion Kredit Bank, {Alumni Bandungz, 1994} him, §.
! Gunawan Widjaja, dkk, Peritaten Yare Lebiv dari Undang-Undaag, PT. RajaGrafindo
Persade, Jakarta, 2005, hlm, 30.



1. Pasal 1739 KUIT Perdata : * Orang yang meminjambkan tidak dapar meminta
kembali apa yang telah dipinfombannva sebelum lewamya wakin yang
ditentukan dalam perjaniion *.

2. Pasal 1760 KUH Perdata © " Jika ridak telak ditetopkan sesnatn wokin, hakim
berkuasa, apabila crang yong meminfamkan  menunty pengembalion
pinfamamtya, menurnt keadaan, memberikan sekedar kelomgparan kepada si
peminfoam”,

3. Pasal 1761 KUH Perdata @ Jika telah diadakan perfanfion, behwn pibok
yang  telaf  meminjom sesugin bovang atav sefumidall wong ghan
mengembalitanmyva bilamana o mampn wniek i, maka hakim meneineas
keadoan, akan menentukan wakin pengembalionnva”,

4, Pasal 1763 KUH Perdata ™ Sigpa orang vang menerimoe piniaman sesialy
diwafibkean mengembolibannva dalam fumlah dan keadaan vang sama dan

pexcle waktn vang telah disentukan”.

[

. Pasal 1764 KUH Perdata :©  Jika ia tidek mampy memenali kewaiiban i,
maka ia diwafibkan membayar harga barang vang dipinjamrmve. datam bl
mana harns diperhatiban wakin dan tespat dimana barangnva, menurid
perjanfian, sediconye harws dikembalikan”.

Berkenaan dengan  pinjaman  dalam  program  kemitraan PT,  (Persero)

Pelabuhan Indonesta 1, penulis melibat adanya beberapa manfaat dalam rangka

peningkatan dan pengembangan uszha kecil dan koperasi di Indenesia dalam usaha

meningkatkan pembangunan nasional di Indonesiz. Adapun manfaal yang dapat

Lad



iiperoleh dengan adanya program pemberian pinjaman modal usaha oleh PT,
{Persero) Pelabuban Indonesia I melalui program kemitraan BUMN dengan usahs
kecil dan bina lingkungan adalah sebagai berikut ;

. Menunjang program pemerintah dalam ussha ikol membantu meningkatkan

perckonomian rakyat serta mengembangkan usaha kecil.

b2

Pengembangzn usaha kecil dan bina lingkunpan vang pada pilimnnyve akan
bisa meningkatkan taraf hidup usaha kecil sebagai pendukung perekonomian
nasional.
3, Tkut mengembangkan vsaha keell dan bina lingkungan yang pada akhimya
akan bisa mengurang: penpangeuran.

Pelaksanasn perjanfian pemberian kredit maka para pihak sclain harus
mentaati ketentuan Kitah Undang-Undang Hukum Perdata vang mengatur tentang
perjanjian pada umumnya juga terikat oleh kesepakatan antara PT, (Persero)
Pelabuhan Indonesia | dengan pengusaha kecil . Sedangkan apabila si berhuang
(Gebitur) tidak melakukan apa vang dijanjikannya, maka dikatakan 2 melakiukan
“wanprestasi” 2 alpa ataw lalal 2tau ingkar janji. Aty Jugaia melanggar perjaniian,
bila i2 melakukan atau berbuat sesuatu vang tidak boleh dilakukannya,”

Dari kondisi dan gejala vang telah dipsparkan maka penulis tertarik untuk
mengupas kembali proses pelaksanaan perjanjian kredit denpan mengembangkan
judul  penelitian “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TERHADAP

KREBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

T Subekti, Hukm Pefarfiar, Cetakan XX1, PT [ntermasa, Jakarta, 20035, him, 43,



{(FKEL} OLEH PT. (PERSEROQ) PELABUHAN INDONESIA [ CABANG

SELATPANJANGT,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian vang telah penulis kemukakan dafam latar belakang

masalah maka yang menjadi pokok masalah dalam perelitian ini adalah :

1.

Bagaimanakah prosedur peganjian kredit kepada penguszha keeil dan
kaperasi oleh PT. (Persera) Pelabubhan Indonesia | Cabang Selatpanjzng?
Hagaimanakah pelaksanazn terhadap penerimaan kredit oleh PT, (Persers)
Pelabuhan [ndonesia 1 Cabang Selatpanjang?

Bagaimanakah vpaya hukum yang dilakukan oleh PT. (Persere) Pelabuhan
Indonesia I Cabang Selatpanjang terhadap pengusaha kecil dan koperasi vang

melakukan wanprestasi atau cidera jani?

C. Tujuan Penelitian

1

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

. Untuk mengetahui prosedur perjanjian kredit kepada pengusaba kecil dan

koperasi oleh PT, (Persera) Pelabuban Indonesia | Cabang Selatpanjang.
Untuk Mengetahui pelaksanaan terhadap penerimaan kredit oleh PT. (Persero)

Pelabuhan Indonesia | Cabang Selatpanjang,

H ]



BAR IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan uraian vang telah dikemukakan pada bab sebhelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai bertkut :

1.

-

Bahwa prosedur perjanjian kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi menuruz
Eeputusan  Direki PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia 1 No KU.65/3/22/P1-03
tentang Kemitraan dan Bina Lingkungan didahului denpan penyampaiazn dan
seleksi proposal dan calon mitra binaan yang ditujukan kepada General Manajer
atau Manajer Cabang pelabuhan terdekat, dilakukan penelitian administrasi
techadap permohonan atan proposal. Apabila telabk memenuhi  persvaratan,
dilakukan penelitian lapangan. Sectelah semua proses selesai dan bedalan haik
barulah penyaluran dana dan pihak kreditur depngan persyaratan vang telah
ditentukan.

Bahwa pelaksanzan terhadap penerimaan kredit antara PT. (Persero} Pelabuhan
Indonesia [ Cabang Selatpanjang dengan pengusaha kecil dan koperasi adalah
dengan jaminan vanp diserahkan oleh mitra hinaan beserta bukli pendukung vang
berkaitan dengan surat peranjian, surat kuasa membebankan hak tangpungan,
akta pengakuan hutang, akia kunsa unluk menjual yanz dilegalisir oleh notans.
Penyaluran dana dilaksanakan setelah mendapat pesetujuan dan direksi

Upaya hukum yvang dilakukan terhadap pengusaha keecil dan koperasi yang

melakukan wanprestasi atau cidera janji adalah dengan menyerahkan pengurusan

e
£



penyelesaian tungpakan ke kantor Pengurusan Pintang dan Lelang Nepara
(KFZLN), tapi dalam prakiek tidak ada satupun dar debitur vang melakukan

wanprestasi

B. Saran

Herdasarkan kesimpulan yang telah penulis umikan di atas maka dapas

disampaikan saran scbhagai berikut

Dalam prosedur pembenian kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi maka
penulis memberi saran hendaknya prosedur pemberion kredit tersebut jangan
berbelit-belit sehingga sanpat meoyulitkan pengusaha kecil dan koperasi dalam
pernenuhan syarsi-syarst pemberian pinjaman,

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam penyvaluran modsal usaha telah
berjalan scsual dengan ketentuan, khususnya tentang fata cara pelaksanaan
pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia |
Cabang Selatpanjang, maka penulis menyarankan agar dapat mempertahankan
dan diteruskan, tetapi selayaknya dalam pelaksanzan sehush perjanjian vang
standar antara kedua belah pibak hendaknya masing-masing mempunyai konsep
atau draft perjanjian yang aken disepakati, karena kondisi vang dibahas bersama
akan dominan dipatuhi dan dilaksanakan, Oleh sebab itw pibak PT. (Persero)
Pelabuban Indonesia [ Cabang Selatpanjang pada khususnya harus terlebib dahuly
mensosialisasikan draft perjanjian vang akan ditetapkan, sehingga tidak tergambar

proses perjanjian sepihak.

54



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKLU :

Abdulkadir Mubammad, 2000, Hubum Perdate Tndonesia, PT. Citra Aditya bakl,

Bambang Sunggonoe, 2001, Metadologi Penelitian Hikaam, PT RajaGrafindo Persada,
Jakaria,

Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penefition Sk, PT Rineka Cipta, Jakarta,

Kartini Muljadi, 2004, Perikaran yang Lehir dari Perjanjion, PT. Bajn Grafindo
Persada, Jakarta,

Rasmir, 2004, Dasar-dasar Pebankas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakans

-------- L 2002, Bank dan Lembaga Kewangan Laimmea, PT. Raja Grafindo Persada,
lakrata,

Mariam Daruz Badrulzaman, 1994, Perfanjian Kredit Bank, Alumni bandung.

Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Fhim FPerbankan, PT. Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta,

R. Setiawan, 1987, Pokok-Pokok FPerikatan. Bina Cipta, bandung.

Salim, HL.S, 2003, Fukum Kowmtrak, Sinar Grafika, Jakaris,

Subekti, 2005, Hukum Perjaniian, pt Intermasa, Jakaria

Thomas Suyatno,dkk, 2003, Daver-daser Perkreditan, PT Gramedia Pustaka Litama,

Jakarta.



